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TENTAITG

PIMBEITTT'XAN PAITITIA PEITJUALIIN BARANG UILIK DATRAII
DENGAN CARA LELANG DAIT SECARA LANGSUI|G TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVIISI LAUPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf e, dan Pasal
354 ayat (1) dan ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Selaku Pengelola
Barang, berwenang dan bertanggung jawab untuk
mengatur pelaksanaan pemindahtanganan melalui
penjualan secara lelang maupun langsung terhadap Barang
Milik Daerah Pemerintah Provinsi l,ampung selain tanah
dan/atau bangrrnan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut
di atas, agar pelaksanaan penjualan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan berjalan efektif dan
efisien, perlu membentuk Panitia Penjualan Barang Milik
Daerah dengan Cara klang dan Secara l,angsung Tahun
2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris
Daerah Provinsi I-ampung;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang eipta
Keda;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1994 tentang
Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2O14 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pen gelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Talun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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9. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2O21
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPU'TUSAIT SEKRETARIS DAERAII TEI{TAITG
PEUBENTT'I(AIT PAITITIA PENJUAI"AII BARAI{G MILIK
DIIERAII DEITGAI{ CARA LELIIJTG DAIV SECARA LANGSUITG
TAHIIT 2022.
Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Dengan
Cara lelang dan Secara Langsung Tahun 2022, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam t ampiran
Keputusan ini.
Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan proses penjualan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan setelah diterbitkannya surat
keputusan penjualan Barang Milik Daerah oleh Gubernur;

b. barang milik daerah yang dimaksud pada huruf a adalah
sebagai berikut:
l. barang milik daerah penjualan secara lelang pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

2. barang milik daerah penjualan secara langsung barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
laku dijual setelah pelaksanaan lelang ulang sebanyak I
(satu) kali pada calon pembeli;

3. barang milik daerah penjualan secara langsung hasil
bon gkaran bangunan / gedung pada calon pembeli;

4. barang milik daerah penjualan secara langsung barang
milik daerah selain tanah dan/atau balgunan yang tidak
memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling
tinggi Rp1.O0O.O00,- (satu juta rupiah) per unit pada
calon pembeli;

c. penjualan secara langsung dilakukan setelah mendapat
persetujuan nilai jual dari Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang;

d. menyusun hasil laporan pelaksanaan penjualan baik secara
lelang maupun secara langsung dengan melampirkan
Risalah klang (lelang) dan Akta Jual Beli (secara langsung)
kepada Sekretaris Daerah Provinsi l,ampung;

e. menyusun hasil laporan penjualan barang milik daerah
selain tanah dan/ atau balgunan yang tidak laku dijual
secara lelang, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
untuk disampaikan kepada Gubernur l,ampung sebagai
bahan pertimbangan persetujuan; dan

f. mengadministrasikan s,erta mendokumentasikan seluruh
proses Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Lampung Dengan Cara l,elang dan Secara Langsung
sebagaimana tersebut pada huruf b, sebagai satu kesatuan
dokumen.
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Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah Provinsi l,ampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi I-ampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen
Pelalsanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan optimalisasi
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan,
dan penghapusan Barang Milik Daerah.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
l,ampung dengan berpedoman kepada peraturan pemndang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3t- \ - 2022

D M.A.
Pemblna Utama

I{IP. 19641021 199003 10()8

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;v 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR :Gl Ql lvr.O2lHW2o22TANGGAL: ]\ - t. 2022

SUSUITAIT PERSOITALIA PANITIA PEIIJUALAil BARANG MILII( DAERAII
DEIiIGAI{ CARA LPLANG DAI{ SECARA LAITGST'ITG TAHUI{ 2022

I. Ketua

II. Wakil Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaal
Keuangan dal Aset Daerah Provinsi l,ampung.
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum
Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi l,ampung.

1. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung).

2. Frinando H. Simatupang, S.Akun (Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi t ampung).

3. Unsur Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Perangkat
Daerah Provinsi l,ampung.

Ir, .,M.A.
Pemblna Utama

rsrP. 19641021 199@3 I OO8
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